Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak guna bangunan
atas tanah hak pengelolaan dalam ran kape_rrpaﬂangan ak : andlisis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/TUN/2016 = Legal
protection for holders of right to build on the right of management in the
context of extension of rights : analysis of the Supreme Court Decision
Number 171 PK/TUN/2016

Fahrul Fauzi, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20527533& | okasi=lokal

Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan
gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif
perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan.
Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan pihak KBN tetapi
perlindungan hukum tetap harus diberikan para pemegang hak guna bangunan atas hak pengel olaan. Pokok
permasal ahan yang dibahas adalah mengenai implementasi pemberian dan perpanjangan hak guna bangunan
serta perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak guna bangunan dalam Putusan No. 171
PK/TUN/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan
data sekunder untuk membahas pokok permasalahan dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian hak guna
bangunan yang dilakukan KBN pada tahun 1988 hingga 1990 telah sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Sedangkan, implementasi
perpanjangan hak guna bangunan yang sebagian besar berakhir pada 2013 hingga 2014 menghadapi
problematika yang berujung penyelesaian di pengadilan. Pengenaan tarif pemanfaatan tanah oleh KBN
merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan. Oleh karenaitu,
pemegang sertipikat hak guna bangunan tetap harus membayar tarif yang disyaratkan untuk dapat
memperpanjang haknya. Namun perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan tetap harus
diberikan berupa perlindungan terhadap hak prioritas perpanjangan hak dan perlindungan hukum terhadap
operasional bisnis, bangunan, serta benda milik pemegang hak guna bangunan. Beberapa perjanjian
penggunaan tanah industri terdahulu telah menjanjikan hak prioritas perpanjangan hak guna bangunan
sehingga KBN terikat untuk memenuhi hak itu apabila pemegang hak guna bangunan yang telah memenuhi
persyaratan. Tidak diperpanjangnya hak guna bangunan juga dapat berimbas pada terhambatnya operasional
bisnis, resiko kehilangan bangunan, dan bertambahnya pengeluaran bagi pemegang hak guna bangunan.
Sehingga diperlukan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat meringankan beban
kerugian pemegang hak guna bangunan. Selain itu, kekosongan hukum yang terjadi pasca dicabutnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 juga kurang memberikan jaminan kepastian hukum
bagi pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan.

...... The holders of the certificate of right to build on the right of management belonging to PT KBN
(Persero) filed alawsuit to the state administrative court. There are two objects of dispute, namely director
letters concerning the cost of extending the right and silence/rejection on the application for a
recommendation for the extension of the right that has been submitted. Supreme Court Decision No. 171
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PK/TUN/2016, which has been inkracht won KBN, must still give legal protection to the holders of the right
to build on the right of management. The main issues discussed are the implementation of the granting and
extension of the right to build and the legal protection for the holders of the certificate of the right to build in
the Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016. The research method used is normative legal research
by utilizing secondary data to discuss the subject matter from the applicable laws and regulations. This study
indicates that the implementation of the granting of the right to build carried out by KBN from 1988 to 1990
was following the applicable legislation, namely the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977.
Meanwhile, the implementation of the extension of right to build, which mostly ended in 2013 to 2014,
faced problems that led to a settlement in court. The imposition of fees for land use by KBN is one of the
powers possessed by the holder of the right of management. Therefore, the holders of the certificate of right
to build still hasto pay the required fee to extend their right. However, it must still give legal protection for
the holders of the right to build in the form of protection of the priority right of the extension of the right and
legal protection of business operations, buildings, and objects belonging to the holders of the right to build.
Several previousindustrial land use agreements have promised priority rights to extend the right to build so
that KBN isbound to fulfill these rightsif the holders of the right to build have fulfilled the requirements.
The non-extension of the right to build can also impact the delay of business operations, the risk of losing
the building, and increasing expenses for the holders of the right to build. So that legal protection and
settlement mechanisms are needed can ease the burden of losses for the holders of the right to build. In
addition, the legal vacuum that occurred after the revocation of the Minister of Home Affairs Regulation
Number 1 of 1977 aso did not guarantee legal certainty for holders of the right to build on the right of
management.



